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ARSTRAK |
Sea has an importences meaning for human lives and needs to be regolated. [n Genov |
[958, United Mation held a conference called by united nation convention on the low of the ses
(UNCLOS Ty and contineo in 1960 (UNCLOS 10, But, the 2" canference can not result anything
In 1982, united nation held UINCLOS T in Montego Bay, lamaica, UNCLOS 11 is also regulal
about exclusive economic zone. Article 56 of UNCLOS 1 regulated that the coastal state has
sovergign rights in this zone as far as 200 miles, In this zone is also happening violation
sspecially on fishing or called by tllegal fishing, It has been huppening to exclusive economic zon
of Indonesia to, although, Indonesia has had regulation on fishing with act 31 about perikanan)
"IEI!]H-:. 50 those, the writer take this title “Proser Peregokon Hukum Ferhadap Pelaku Megal
Wishing ditilayeh Peraitan Swumaira Bavar”. sanctions and problems in supreme the law. This
I‘:-;]:ncnisc is deskriptif and use “vuridiv sosiologis” shorting problem. The dates consist of primary
t;ﬂd secondary dates. The population are exclusive economic zones of Indonesia and sample is
xelusive economic zone of Indonesia in the court of justice jurisdiction of Medan. The sample i
hosing by non probability sampling system. Dates colleet by interviews some respondents an
egal document study. The proceeding manner of dates are editing and coding. This alse use
ualitative analisis. Law enforcement mechanism of international law consists of 2 mechanis
hat are direct law enforcement and indirect law enforcement mechanism. The sanctions tha
l:run:i:-'hmem:i i eourt of justice of Medan are fines, prisons and prisons as substitute of fine: I
supreme the law there are some problem such as the monitoring of Indoncsia seas include
exclusive economic zone are weakly, norherly the permit proceedings yet and the weakly of the
law enforcement. This problem solves by increasing the monitoring system, incrense the legal
upreme in these matlers and increase the citizen’s participation on supreme the law of the sea of
ndonesia.
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A1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Secara geopralis, 7% dart permukaan bumi vaite sekitar 1405ma mil
persepl adaloh permiran. Dari jumlah tersebut, 37% adalah merupakan air asin

dan sisanva 3% merupakan air tawar.

Berdasarkan data terschus, dapat
disimpulkan bahwa sehagian besar dari permukaan bumi terdiri atas air asin.
kumpulan air asin vang luas disebut dengan lout. Sedangkan laut yang luas
dan besar disehut juga dengan samuders”

Pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetshuan  dan  eknologi,
mempengaruhi peningkatan hubungan kerja sama dan saling ketergantungon
antar negara, Hal ini berimplikasi terhadap hekum  indernasional dan
menyebabkan ruang lingkup pengaturan hukum internasional memadi lehih
[uas. =alah satunyva yvaitu dibidang hukum laut.

Konsep hukum laut vang dipakai pada masa lalu adalah konsep la
terbuka (Mare Liberwn). Hal ini sesuai dengan natur yuridik hukum lau yang
berlaku pada waktu itu vaitu res medling dan res commnng. Konsepsi res
aullins menyatakan bahwa laut adolah bebas karena tidak ada yang

memilikinya. Pada konsepsi rey corenuna, dinvatakan bahwa laut adalah

milik bersama sehinpea laut tersebut berada dibawah kedaolatan bersama,

' DR Boer Mavna, Hukum [nternasicnal “pengertian, peran don Tmgpsi dalam era dinoniks
plodal ™ Alumi. Banderg, 2005 bal 270
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Pada putaran abad XV dan abad XV tedadi penemuan-pencmuan
besar dibidang kelautan. Hal inl diawali oleh bangsa Eropa, terutama nogara-
negars mantim kust Fropa, yang mengemukakan klaim atas pelaksanaan
kedavlatannya vang tidak dapal dibedakan dari kepemilikan atas bagian-
bagian fertentu dari laut bebas. Klaim seperti inl perngh dilakukan aleh
portuzis atas seluruh Samudra Himdia den sehagian beser Samudra Atlantik,
Hal vang sama juga permaoh dilakukan oleh nepara Spanyol atas Samuodra
Pasitik dan Telak Meksike', i

Hal ini mengundang perhatian dari para ahli hukum Internasional,
salah satunya vaitu Grotios, vang menvatakan sebagai berikut:

I. Tidak ada lauwtan yang dapat menjadi milik suatu bangsa atau negarn

karena tidak mungkin hapi suatu negara untuk  secara  efektit

mengambilnya sebagai hak milik dengan cara ckupasi.

F

Alam tidak memberikan kepada siapapun untuk memiliki sarmna vang
dapat dimanfantkan, sena sifatnyn tidak dapat habis (exhousrable).
Dengan kata lain laut merepakan milik semua bangsa {rex gentivm)
atau barang non komersial (res extra comamerciun).’
Pendapat Grotius bertolak pada pemikiran balwa laut merupakan
warisan bersama umat manusia (cosmwen hereitage) denpan konsepsi res

communa’. Pendapat Grotius ini sejalan dengan pendapat Hall yang menyatakan

1 Saarke. Pengantor Elukum Internasiono] {edisi kesepuleh, buku |}, Sinar Geafika
Jakartn 19T Bl 325,
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BABR IV

PENUTLUFP

A. Kesimpulan

b

Mekanisme penegakan hukum terhadep nelayan asing vang melakukan
illegal fishirg diWilayah Perairan Sumtra Barat, yait:

Mekanisme penegakan hukum  secsrn lidak  langsung baik  melalui
pengadilan maupun di luar pengadilan, Penegakan hukum  melalul
pengadilan  mekanismenya  dimulai  dari pengewasan,  penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi. Mekanisme
penegakan hukum  secard tidak langsung di luer sidang pengadilan
dilakukan dengan mengajukan  permohonan  pembebasan  yang
penetapannya dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang. Namun pada
prakteknyi, diwilayah hukuem Pengadilan Megri Sumatra Barat, sanksi
vang lebih banvak dilaksanankan adalah pembebanen denda kepada

tersangka

. Sanksi yang diberikan terhadap nelayan asing yang melakuskn iliegal

fishing diWilayah Perairan Sumtra Barat, pada wilayzh hukum Pengadilan

Meger Padang vaib:

a. Sanksi pidana berupa denda, perampasan barang terientu dan Kurungan
pengganti denda.

b, Sanksi administrasi berupa parmpasan dokumen —dokemen berupa S1PL,
Lesen kapal dan fain-lain,

¢. Sanksi lainnva berupa departasi {pengusiran).
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